
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 159 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN NGULING 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daer� wajib
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Nguling sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 );



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ); 

6 . Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 2022 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801 ); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No:tnor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657 ); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402 ); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 ) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik: 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186 ); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 157 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927 ); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157 ); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ; 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2024 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2023 Nomor 4 1 Seri E ); 

21 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 Nomor 112) . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
NGULING KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
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3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 ( lima) tahun. 

6 . Rencana Kerja Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk 
periode 1 ( satu) tahun. 

7 . Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Kecamatan Nguling serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untukjangka waktu 1 ( satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Nguling dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Nguling tahun 
lalu. 

Pasal 4 

(1) Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman bagi Kecamatan Nguling dalam menyusun RKA Kecamatan 
Nguling . 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 
Sekretaris Daerah ,..c'r 
Asisten PKR i' ' 
Kepala 

'>() Bappelitbangda 
• 

Camat Nguling � ✓ 

Kabag Hukum ' .. x 
Sekretaris Camat d1 
Kabid 

/ 
Bappelitbangda 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 

ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

         ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERiTA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NO MOR 159
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! 

RENCANA KERJA 

( RENJA) 

TAHUN 2024 

KABUPATEN PASURUAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KECAMATAN NGULING 

TAHUN 2023 



KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat 

rahmat dan nikmat-Nya syukur Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA ) Kecamatan Nguling Tahun 

2023. 

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Nguling ini disusun 

berdasarkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Nguling maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain yang utama dalam rangka 

memenuhi kewajiban, penyusunan Renja Perubahan juga dijadikan bahan 

untuk melakukan evaluasi rencana strategis serta arah kebijakan program 

dan kegiatan Kecamatan Nguling dengan mempertimbangkan perkembangan 

lingkungan kerja. 

Disamping itu, meskipun Rencana Kerja Perubahan ini jauh dari 

sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban strategis pemerintah daerah 

sebagai bentuk pertanggungjawaban evaluasi rencana kerjaPerubahan 

Kecamatan. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup 

dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana strategis, rencana 

anggaran dan laporan akuntabilitas di masa mendatang. 

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi 

penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai 

perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah Kecamatan Nguling, 

serta berguna bagi semua pihak. 

Nguling, Mei 2023 

CAMAT NGULING 

ttd.

MULYOHADI,SH.MM 
Pembina 
Nip.196904111992021001 



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Renja Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan 

Kecamatan Nguling untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung 

oleb pemerintah daerah maupun yang ditempub dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Penyusunan Rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling 

merupakan tahapan awal yang barus dilakukan sebelum disempurnakan 

menjadi dokumen Renja Kecamatan Nguling yang definitif.Dalam 

prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Nguling mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Oleb karena itu penyusunan Rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling 

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan 

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebib 

dahulu terbadap kondisi eksisting Kecamatan Nguling, evaluasi 

pelaksanaan Renja Kecamatan Nguling tahun-tahun sebelumnya dan 

evaluasi kinerja terbadap pencapaian Renstra Kecamatan Nguling. 

Penyusunan Renja Kecamatan Nguling yang dilakukan melalui dua 

tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, 

mencakup Tahap perumusan rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling, 

perumusan rancangan Renja Kecamatan dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan sebagai berikut: 

a . Pengolahan data dan informasi; 

b . Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Nguling; 

c. Mereview basil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamaan Nguling 

tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan ; 

Kegiatan basil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamaan Nguling 

tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamaan Nguling ditujukan 

untuk mengidentifikasi sejaub mana kemampuan Kecamaan Nguling 

dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi 

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra 

Kecamaan Nguling, serta bambatan dan permasalahan yang dibadapi. 

Review didasarkan atas laporan basil evaluasi pelaksanaan Renja 

Kecamaan Nguling tabun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi 

pelaksanaan Renstra Kecamaan Nguling {kalau sudah tersedia), dan 



perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun atas dasar : 

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur; 

2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Genjer dalam Pembangunan Nasional. 

3. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

7. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -

undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah enjadi 

Undang-undang; 

8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

9. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPD Nasional tahun 

2005 -2025; 

10. Undang - Undang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata 

Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Permendagri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 

18. Permendagri No.67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer. 

15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Genjer Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 ten tang tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangungan 

Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Daerah,Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana erja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Ten tang 

Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Pemcanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,Level 2, 



Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Bali dan Jawa; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ....... tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( yang dikeluarkan 

setiap tahunnya pada bulan Juni ) 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Ferifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah mengatur tentang : 

A. Tata cara Klasifikasi ,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi ,Validasi ,dan Inventarisasi Pemuthakiran 

Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Pemcanaa Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.906/2114/SJ Tentang Hasil 

Inventarisasi dan Pemetaan Klarifikasi,Kodefikasi dan Momenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 

2022,DBHCHT TA 2022,Usulan Kemendikbudrisktek dan Kemenkes 

28. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2005 - 2025; 

30. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 

2018 - 2023 . 

31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa 

Timur 2009 - 2014. 

32. Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 

2005-2025; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi Kecamatan; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 



tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan; 

35. Peraturan Pasuruan Nomor .. ....... ten tang RPD Kabupaten Pasuruan 

( Menyusul) 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalamrangka mendukung 

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 10 Tahun 2021 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 

Tahun 2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pauruan Tahun 2018-2023; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2022 Tentang 

Pengarusutamaan gender 

39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Kecamatan. 

40. Peraturan Bupati SOTK Kecamatan Nomor 69 Tahun 2019 

Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi ,Togas Pokok,Fungsi dan Uraian Togas ,serta Tata Kerja 

Kecamatan; 

41. Peraturan Bupati Perubahan Renstra Kecamatan Nomor 36 Tahun 

2022 

42. Peraturan Bupati No.111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Renja Kecamatan Nguling adalah untuk memberikan 

arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, 

tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan 

pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap 

dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Nguling dan guna 

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Kabupaten 

Pasuruan yang lebih baik lagi. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Nguling adalah 

sebagai berikut : 

1. Renja Kecamaan Nguling disusun untuk menjamin kderkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan daerah. 

2. Renja Kecamaan Nguling disusun untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan 

untuk menJarmn terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di 

Kecamatan Nguling. 



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun dengan 

sistematika penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut: 

BABI: Pendahuluan 

1. 1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 

Lalu 

2 .1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

2 .2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Togas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan 

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 

BAB V: Penutup 



BAB II 

BASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

KECAMATAN NGULING TAHUN 2024 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Nguling. 

Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah 

penjabaran perencanaan . tahunan dan Rencana Strategis OPD 

Kecamatan Nguling. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan 

hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Nguling 

Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan 

dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan oleh Kecamatan Nguling melalui tabel 2.1 ( T-C.29 ) dan 

tabel 2.1 A; sbb: 

Selain tabel 2.1 ( TC - 29 ) dan tabel 2.1 A capaian kinerja 

Kecamatan Nguling sejak periode tahun 2019 - 2022 Kecamatan Nguling 

juga bisa ditinjau dari segi program,kegiatan, dan sub kegiatan sudah 

bisa mencapai target yang kita rencanakan.Hanya saja kalau sudah kita 

implementasikan dengan anggaran ataupun pagu yang sudah ada di 

Kecamatan Nguling mengalami penurunan dibeberapa kegiatan pada 

program - program tertentu dikarenakan adanya recofusing yang 

diakibatkan adanya wabah COVID- 19 .Dimana wabah ini sifatnya 

mendunia bukan hanya di Kabupaten Pasuruan sehingga mau tidak 

mau suka tidak suka kita harus dapat mensikapi dengan positif , karena 

dengan wabah ini anggaran yang semestinya untuk operasional Kantor 

dialihkan pada kegiatan wabah COVID-19 yang melalui recofucing yang 

saya sebutkan di depan. 

Sejak adanya wabah COVID-19 tersebut anggaran di Kecamatan 

mengalami penurunan drastis dan menuntut kita untuk berupaya 

semaksimal mungkin agar supaya kegiatan yang sudah kita rencanakan 

tetap berjalan sesuai rencana dengan dana yang minim.Dan 

alhamdulillah berkat dukungan serta kerjasama antara stakeholder, 

Karyawa , serta masyarakat sekitar semua berjalan sesuai dengan apa 



yang sudah kita rencanakan mesti belum sepenuhnya mencapai target 

yakni 100% tetapi ini semua tidak menjadikan Kecamatan Nguling 

menjadi pesimis justru dengan didapatkan ada target yang tidak sampai 

target rnenjadikan Kecamatan Nguling ke depan untuk bisa 

mengevaluasi dari ketidakberhasilan ini untuk menjadi lebih baik lagi di 

tahun selanjutnya. 



Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nguling 

Kode Uruuo/Bldaog Uruuo Pemerlotahao Daerah dao Program/ 
Keglatao/ Sub Keglatao 

1 2 
Urusan 
Bidang Urusan 

I PROORAM PELAYANAN ADMINIBTRASI PERKANTORAN 

l Penyediaan Jase Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2 Penyediaan Josa Adrninistrasi Keuangen 

3 Penyediaan Jase Kebersihan Kantor 

4 Penyediann Alat Tulis Kenior 

6 Penyediean Barang Cetakan dan Penggandaan 

6 
Penyedi.aan I<omponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 
Kantor 

7 Penyediaan Peralntan dan Perlengkepon Kantor 

8 Penyediaan Pm·alatan Rumah Tangga 

9 Penyechaan Mekanan dan Minumen 

10 Rapat·rapat Kordinasi dun Konsultasi Ke Luar Daerah 

ll Penyediaon JBBa Perkantoran 

12 Penyediaan Pekaien Kerja 

13 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 

2 
PROGRAM PENINGKATAN BARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

l Pengadaan Peralatan Ged.ung Kantor 

2 Pengedaon Mebelair 

3 Pomeliharaan Rut.in/ Berkala Ged.ung Kantor 

4 Pemeli.haraan Ruti.n I Berkola Kendaraan Dines I Operasional 

6 Pemeliharean Rutin / Berkale Perolatan Kantor 

TABELT-C.2.9 ( Tabel 2.1) 
REKAPITULASI EV ALUASI HASIL PELA.KSANAAN RENJA OPD DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA OPD SID TAHUN 2023 
KABUPATEN PASURUAN 

Target Kloerja Rean ... 1 Target Target dao Reallual Klnerja Program dao Keglatao 
Capalan Program Klnerja Basil Tahuo 2022 
/ Keglatao / Sub Program, Iodlkator Kloerja Program / Keglatao / 

Keglatao Keluarao Reali ... ! Sub Keglatao 
(Reoatra PD) Keglatao dao Target Peraogkat Peraogkat Tlngkat 

Akhlr Perlode Subkeglatao a/d Daerah Tahuo o-2 
Daerah Tahuo o - Reallual (%) 

(2023) tahuo 2021 (2022) 2 (2022) 

3 4 6 6 7 8--'1/6) 
RENJA2022 LKPJ/LKJIP 

(Out.camel T....tianya Fuili&ali Perbntonn 0,00 4 72.S07.88ll 0,00 0,00 0,00 

Terbayernya Rekening, Air, Listrik & Telepon 0,00 26.874.261 0,00 0,00 0,00 

Tersedianya Jase Pengelola Keuangan 0,00 41.280.000 0,00 0,00 0,00 

Pegawai Yang Melaksanakan Kebersihan 0,00 36.300.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK) 0,00 10.400.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedienya Barang Cetak & Penggandaan 0,00 10.079.700 0,00 0,00 0,00 

Terseclianya Komponen Listrik Untuk 
0,00 2.600.000 0,00 0,00 0,00 

Penerangan 

Terpeliharanya AC,Printer den Jain· Jain 0,00 3.920.000 0,00 0,00 0,00 

Terseclianya Alat Rumah Tangga 0,00 2.300.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedisnya Makanan dan Minuman 0,00 36.280.000 0,00 0,00 0,00 

Tarsedianya Rapat Koordinaai den Perjalenen Luar 
0,00 18.913.931 0,00 0,00 0,00 

Daerah 

Tersectianya Jase Perkantoran 0,00 266.200.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedianya Pakaien Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terseclianya Laporen Kmerja clan Keuangan 0,00 30.160.000 0,00 0,00 0,00 

(Outceme) P-n- i.laban•ya llarana dim 
0,00 89.377.1100 0,00 0,00 0,00 PraaanmaApan,tur 

Tersedianya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung 
0,00 20.626.000 0,00 0,00 0,00 Kantor 

Tersedianya Belanja Pengadaan Mebelair 0,00 29.760.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor 0,00 2.000.000 0,00 0,00 0,00 

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dines 0,00 32. 102.800 0,00 0,00 0,00 

Tersed.ianya Peralo.tan Kantor 0,00 6.000.000 0,00 0,00 0,00 

Perldraao Reallaaal Capalao Target 

Target Program, Reoatra PD a/d Tahuo Berjalao 

Keglatao dao (2023) 

Sub Keglatao Reallual Capalao 
(Reoja Tahuo o - Program dao 

Tlngkat Capalao 

120231 Keglatao a/d tahuo Reallual Target 

o -1 (2023) Reoatra (% ) 

9 10 =(5+7-+9) u=(1014) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 



Target Klnerja Reallsasl Target Target dan Reallu.al Klnerja Program dan Keglatan Perklraan Reallu.al Capalan Target 

Capalan Program Klnerja Basil Tahun 2022 Target Program, Renatra PD a/d Tahun Berjalan 

/ Keglatan / Sub Program, Keglatan dan (2023) 

Kode 
Uruaan/Bldang Uruu.n Pemerlntaban Daerab dan Program/ Indlkator Klnerja Program / Keglatan / Keglatan Keluaran Reallu.sl Sub Keglatan Reallaasl Capalan Keglatan/ Sub Keglatan Sub Keglatan 

(Ren■tra PD) Keglatan dan Target Perangkat 
Perangkat Tlngkat (Renja Tahun n - Program dan Tlngkat Capalan 

Akblr Perlode Subkeglatan a/d Daerah Tahun n -2 Daerab Tahun n - Reallu.al (%) 12023) Keglatan a/d tahun Reallsasl Target 

(2023) tabun 2021 (2022) 
2 (2022) n -1 (2023) Renatra (% ) 

1 2 3 4 6 6 7 8=7/6) 9 10 =(5+7-19) 11=<10,4) 

3 
PROGRAM PENYELENOGARAAN DAN PELAYANAN (Outcame) P-ntue teriaaananya Penyelenaa,aan 

0,00 24.880.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN dan Palayanan Kecamatan 

1 
Koordinasi den Pembinaen Penyelengge.raan Pemerintahan Dess I Terseclionyo Koordinesi & Pembinaan Pemerintahen 

0,00 10,000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Deso 

2 Fosilitasi & Koordinasi Pemerintahan 'l'ingkot Kecomotan Tersedianya Fasilitasi & Koordinasi T.ingkat Kecamatan 0,00 14.390.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAI (Out.camel Peraentue terlabananya Pemberdayaan 

0,00 40.3)().000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KELURAHAN l!ECAMATAN Mayarakat Deea 0,00 

1 Forum Perencanaan Pembengunan Tingkat Kecamatan 
Terfosilitasi Forum Perencanaen Pembangunan Tingkot 

0,00 10,000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan 

2 Koordinasi Pemberdayean Masyarakat Tersedianya Koordinasi Pembe1-dnyaen Masyarakat 0,00 6.400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Fasilitasi Kegiotan Sosial Maayarakot Tersedianya Kegiat.an Sa:iial Masyarak.nt 0,00 23.800,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Outcamel Penentase teriaaananya Ketentraman 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN dan Ketertiban Umum Kecamatan 0,00 

1 
Koordinasi Peneyelenggaraan Ketentramen den Ketertiban Tersedianya Koardinesi Ket.entraman & Ketertibon 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kecamatan 

I 
PROGRAM PENUNJANO URUSAN PEMERINTAHAN (Outcamel Penentue terlakaananya Penunjang 

3.343.097.606 3 .287.831.140 8.128,160.227 3.037.176.267 0,97 3.343.097 .606 9.618.104.002 2,88 KABUPATEN/KOTA Uruaan Pemerintahan 

1 
Perencenaan,Penganggeran,dan Eveluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 

6.926.000 1300000,00 6 .310.000 6.926,000 93,91 6.926.000 13.162,000 2,22 Daerah Evaluaei Kinerja Perangkat Deereh yang disusun 

1 
Koo.l'dinas.i d.an Penyusunen Laporan Capaian Ki.nerja den lkhtisar Jurnlah Data Perencanaan, Penganggeran, dan Eveluasi 6,926,000 1.300,000 6.310.000 6.926,000 93,91 5,926,000 13.162,000 2,22 Reelisaei Kinerjo SKPD Kinerja Perangket Daerah yang disusun 

f---

2 Administraei Keuangan Perangkat Doerah 
Jumlah layanan adminietrasi Keuangan Kecamatan 

3.143.140.496 2.996.962.000 2,949.397 .976 2.861.021.892 97,00 3.143.140.496 9.000.124.388 2,86 yang dipenuhi 
f---

1 Penyedian Geji dan Tunj angan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji cl.an 

2.772.682.000 2.627 .682.000 2.676.716.000 2.488.631.396 96,62 2. 772,682.000 7,888,995.396 2,86 Tunj angan ASN 

-
2 Penyediaan Administnsi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 332.4 78.496 322,800.000 332,767.976 331.910.496 99,74 332.478.496 987 .188.992 2,97 

f---

3 
Pelaksanaan Penatausahean dan PengujianN erifi.kasi Keuango.n Jumleh Data Penatausahaan den PengujianNerifi.kasi 37,980.000 46.480.000 40.916.000 40,480,000 98,94 37,980,000 123.940.000 3,26 SKPD Keuangan SKPD 

f---

3 Administraei Kepegawaian Perangket Deereh 
Jumleh Paket Pekaie.n Dinas beeerta Atribut 

0 0 Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-
1 Pengadaan Pakaian Dinos Berserto Atribut Kelengkapannyo JurnlohPengadaan Pakaian Kerjo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ 



Tarcet Klnerja Realisaal Target Tarcet dan Reallaul Klnerja Program dan Keglatan 
Perldraan Reallaul Capalan Target 

Renatra PD a/d Tahun Berjalan Capalan Program Klnerja Haall Tahun 2022 Target Program, 
(2023) 

Urusan/Bldang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Program/ Indlkator Klnerja Program / Keglatan / 
/ Keglatan / Sub Program, Keglatan dan 

Kode Keglatan Keluaran Realiaul Sub Keglatan Reallaaal Capalan Keglatan/ Sub Keglatan Sub Keglatan 
(Renatra PD) Keglatan dan Target Perangkat 

Perangkat Tlngkat (Renja Tahun n - Program dan 
Tlngkat Capalan 

Akhlr Perlode Subkeglatan a/d Daerah Tahun n-2 Daerah Tahun n- Reallaul (%) 12023) Keglatan a/d tahun 
Reallaul Target 

(2023) tahun 2021 (2022) 2 (2022) n-1 (2023) 
Renatra (% ) 

1 2 s 4 6 6 7 8=1/6) 9 10=(6+7-+9) ll=U0/4) 

4 Administrasi Umum Perangket Daerah Jumlah layanan adminietrasi Umum yang dipenuhi 98.120.000 79.614.690 84.008.370 83.866.964 99,82 93.120.000 266.690.664 2,76 -
1 

Penyecliean Komponen Instalasi Li.st.rik / Penernngan Bangunan Jumlah Paket Komponen lnstalasi Lietrik/Penerangan 
5.668.000 3.160.000 2.309.800 2.309.800 100,00 5.668.000 11.087.800 1,98 

Kantor Bangunan Kantor yang Dieediakan -
2 Penyediaan Peralaten dan Perlengkapan Perkantoran 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
14.888 .000 8.806.00C 10.506. l OC 10.506.000 100,00 14.388.000 33.700.000 2,84 

Disadiakan -
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
6.862.000 1.890.230 3.791.910 8.694 .260 97,42 6 .862.000 12.446.480 1,81 

Dieediakan -
4 Penyediean Berang Cetakan dan Penggnn.daen Jumlah Peket Barang Cete.kan dan Penggandaan yang 

9.426.000 3.380.30:: 6.022 .40:: 4.988.000 99,32 9.426.000 17.794.300 1,89 
Oisadiakan 

-
6 PenyelonB'Ef91'8an Rapat. Koordinasi dan Konsul lasi SK.PD Jumlah Laporan Penyalenggeraan Rapat Koordinasi dan 

66.876.000 62.378.160 62.378.160 62.367.914 99,97 56.876.000 181.612.074 3,19 
Konsultasi SKPD 

-

6 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang 

22.647.460 71.283.630 4.300.000 4.300.000 100,00 22.647.460 98.181.090 4,86 
Daerah dilakeanakan 

-
1 Pengadaan Mebeleir <Tumlah Mebel yang Oipelihara 2.893.770 16.016.00C 8.300.00C 8.300.000 100,00 2.893.770 22.209.770 7,68 

-
2 Pengadean Peralaten dan Masin Lmnnye Jurnlah Unit Peralatan den Mesin Lainnya yang 

19.668.690 56.267.63C 1.000.000 1.000.000 100,00 19.658.690 75.921.320 3,86 
Oisadiakan 

-
6 Penyediaan Jaea Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kebutuhan jasa Penunjang Uruean 
28.129.990 20.917.300 28.747.461 26.776.311 98,14 28.129.990 70.822.601 3,06 

Pemerintahan Daerah yang diaediakan 

-
1 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening Penyediaan Jase Komunikasi, 

23.129.990 20.917.SOC 28.747.451 26.775.311 98, 14 23.129.990 70.822.601 3,06 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disadiakan 

-

7 
Pemeliheraan Barang Milik Daerah Penunjang UnJSan Proeentaee Pemenuhan Penunjang Ul'Uean 

66.288.669 68.763.620 66.396.480 66.296.090 99,82 65.233.669 179.288.269 3,25 
Pemerintahen Daerah Pemerintahan 

1 
Penyediaen Jase Pemeliharaan , B10ye Pemeliherean ,Pajak , den Jumlah Kendaraan Oinas Operasional atau Lapangan 

88.842.659 80.432.484 37.672.090 37.646.090 99,98 88.842.669 106 .421.183 2, 78 
Perijinan Kendaraan yang Oipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

-
2 Pemeliharnan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan den Masin Lainnya yang Dipelihara 6.320.000 2.683.825 8.049.600 8.000.000 99,38 6.320.000 17.003.325 2,69 --
3 

Pemeliheraan / Rehebilitasi Gedung Kant.or dan Bangunan Jumlah Pemeliherann / Rehebilitasi Gedung Kantor dan 
10.571 .000 35.637.761 9.674.740 9.660.000 99,74 10.671.000 55.858.761 5,28 

Lai.nnyn Bangunan Lainnya 

II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN (Out.camel P-nte. Pen~ Pelayanan 
46Jl87.900 18.897.700 36.702.700 34.936.000 96,18 46.287.900 100.120.600 2,16 l>El..AYANAN PUBLIK Publik 

Koordinasi Penyelenggaraan Kogiatan Pemerintahan di Tingkat 
Pereentase terlakaananyo Koordinasi 

1 
Kecamatan 

Penyele nggoraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 46.287.900 18.897.700 86.702.700 84.936.000 96, 18 46.287.900 100.120.600 2,16 
Kecamatan --

Koordinasi/Sinergi Perencanaan den Pelaksanaan Kegiatan Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan den -- 1 Pemenntahen dengan Perangket Deerah den lnstensi Vertikat Pelaksanaan Kegiatan Pemerint.ahan dengan Perangkat 46.287.900 18.897. 700 36.702.700 84.936.000 95,18 46.287.900 100.120.600 2,16 
terkoit Daerah dan/atau lnstanai Vertikal yang Terkait 



Target Klnerja Reallsasl Target 
Capalan Program Klnerja Haall 
/ Keglatan / Sub Progam, 

Kode Uruu.n/Bldang Uruu.n Pemerlntahan Daerah dan Program/ Indlkator Klnerja Program / Keglatan / 
Keglatan Keluaran Keglatan/ Sub Keclatan Sub Keglatan 

(Renatra PD) Keglatan dan 
Akhlr Perlode Subkeglatan a/d 

(2023) tahun 2021 

1 2 8 4 5 

Ill PROGRAM PEMBERDAYMN MASYARAKAT DESA DAN (Ouflcame) p_,,tue 0..a/ Kelurahan YIIIII larbina 
27.116.660 1.396.800 KELURAHAN danpnbaill 

1 Koordinaei Kegiatan Pemberdayaan Dosa Jumlah terlaksannya kegiatan pomberdayaan desa 27.115.660 1.896.800 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarekat di Jumlah Laporan Peningkatan E(ektivitas Kegiaten 
27.115.6& 1.396.8()( I 

Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarekat di Wilayah Kecamatan 

IV PROGRAM KOORDINABI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penentue koordinMi Palayanan Kelamnunan clan 
6.940.000 43.048.660 UMUM ~ Umum YUII' Barkualitaa 

Koordinasi Upaya Panyelenggaraan Ketentraman den Ketertiben Jumlah peleksanaan kegiatan koordinasi Upaya 
5.940.000 43.048.660 1 

Umum Penyelenggaraan Ketentraman den Ketertiban Umum 
L.._._ 

Sinergitas dengan KElJOlisian Negara Republik Indonesia, Tentara Jumlah Laporan Sinergitas Kepolisian Negara Republik 
0,00 25.388.200 

Nasional Indonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayoh Kecomotan lndonooio di Wilayah Kecamatan 

L.._._ 

Harmonisasi H ubungan dengan Tok oh Agama dan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 
5.940.000 17.710.450 I 

Masyarekot dengan Tokoh Agama dan Tokoh Mosyarekat 

V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERlNTAH (outcame) PW88ntue Pembinun dan Penpwann 
1.666.000 72.978.llllO 

DESA - bertualitaa 

Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah pelaksanaan k"l!iatan koordinasi Upaya 
1.666.000 72.978.280 1 

Pengawasan Pemerintahan Deea Penyelenggaraan Ketentraman den Ketertibon Umum 

Fasilitosi Pelaksonoan Pemilihon Kepala Dooa 
Jumlah Dokumen Faailitasi dalrun rangka Pelaksanaan 

1.665.000 1.980.000 I 
Pemilihan Kepala Dooa 

Jumlah Dokumen Fasilit.asi dalom rangka 
2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrarnnn dan Ket.i.rtiban Umum Penyelenggaroan Ket.enteraman do.n Ketertiban 0,00 70.998,28() 

Umum 

TOTAL 3.424.106.166 4.000.428.262 

Targe t dan Reallu.al Klnerja Program dan Keglatan 
Tahun 2022 

Reallaul 
Target Perangkat Perangkat Tlngkat 
Daerah Tahun n-2 Daerah Tahun n - Reallaul (%) 

(2022) 
2 (2022) 

6 7 8=716) 

10.6156.000 10. 716.500 100,67 

10.666.000 10.716.500 100,57 

10.656.()()( 10.716.500 100,57 

7.1538.600 7.&lK).000 99,96 

7.633.600 7.530.000 99,96 

0 0 99,95 

7.533.600 7.630.000 99,96 

4.960.000 4.960.000 100,00 

4.950.000 4.950.000 100,00 

2.476.000 2.476.000 100,00 

2.476.00C 2.476.000 100,00 

3.188.002.527 3.095.306. 757 97,09 

Perldraan Reallaul Capalan Target 
Renatra PD a/d Tahun Berjalan Target Program, 

(2023) Keglatan dan 
Sub Keglatan Reallu.al Capalan Tlngkat Capalan (Renja Tahun n - Program dan 

1 2023) Keglatan a/d tahun 

9 

27.116.660 

27.115.660 

27.115.65( 

6.940.000 

5.940.000 

0,00 

6.940.000 

1.666.000 

1.666.000 

1.666.000 

0,00 

3.424.106.155 

Nguling. Januari 2023 
Camat Nguling 
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n -1 (2023) 

10-(5+7+9) 

39.:128.960 

39.228.950 

39.228.950 

0,00 

0,00 

26.338.200 

0,00 

79.698.llllO 

79.598.280 

6.120.000 

73.473.280 

9.837.046.832 

Reallaul Target 
Renatra (% ) 

11=(10,4) 

1,46 

1,45 

1,45 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47,!Kl 

47,!Kl 

3,68 

0,00 

2,87 



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguling Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang 

Cam.at yang bertanggung jawab langsung Kepala Daerah atau Bupati : 

1. U nsur pimpinan yaitu Cam.at 

2 . Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris yang terdiri : 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

b . Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Keuangan 

3. Unsur pelaksana yaitu : 

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian 

terhadap keberadaan Kecamatan Nguling. 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGULING 

( Berdasarkan Perbup Nomor 69 Tahun 2016) 

CAMAT 

SEKRETARIS 
KECAMATAN 

I 
I I 

KASUBAG UMUM 
KASUBAG PENYUSUNAN 

DAN KEPEGAWAIAN PROG & PELAPORAN 
KEUANGAN 

KASI KASI KASI KASI 
PEMERINTAHAN TRANTIBMAS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN 

DAN PELAYANAN MASYARAKAT SOSIAL 

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguling Kabupaten 

Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan 

mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang 

adalah sebagai beriku t : 



1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum; 
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan 

Bupati; 
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; 
7 . Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain dan / atau kelurahan; 
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang ada di kecamatan; dan 
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen 

memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih 

dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang 

baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya 

bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 

Kecamatan Nguling akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam 

menjalankan peran stratejiknya di bidang pemerintahan umum. 

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nguling dapat dilihat dari 

beberapa indikator kinerja : 

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 

2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur 

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Nguling meliputi 

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang 

dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor 

lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap 

masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada 

hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor 

kunci keberhasilan antara lain: 

1. Lingkungan Internal 

Kekuatan: 

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan 

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan 

- Adanya sarana dan prasarana 



Kelemahan 

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai 

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten 

dan instansi teknis lainnya 

- Belum tertib serta lemahnya sistim administrasi organisasi 

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 

2. Lingkungan Ekstemal 

Peluang 

RPJMD Ka bu paten Pasuruan 2005 - 2025 Tahap kedua (2010 -

2015) 

Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan 

akuntabilitas pemerintahan 

Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan 

peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik 

Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di 

wilayah kecamatan 

Dukungan serta partisipasi masyarakat luas 

Pengadaan Diklat / bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas 

aparatur terkait Tupoksi 

Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat 

Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram 

Ancaman: 

Masih rendah dan kurang memadai sarana dan prasarana di 

wilayah 

Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan 

masayarakat. 

Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan 

kewajiban yang mengikat 

Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas. 

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan 

Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja 

pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 

( TC-30 ). 

Dari tabel 2.2 ( TC-30 ) bisa kita simpulkan bahwasanya 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguling 

selalu mengalami kemajuan mesti belum bisa dikatakan maksimal tetapi 

setidaknya antara target dengan realisasi tidak jauh - jauh .Artinya dari 

target selalu terrealisasi 100% bahkan ada juga yang melenihi dari 



target yang kita rencanakan.Harapan kami tahun berikutnya bisa jauh 

lebih baik dari tahun sebelumnya mengingat wabah COVID - 19 bisa 

dibilang sudah tidak ada.Dengan tidak adanya wabah COVID -19 besar 

kemungkinan tidak akan ada pengurangan anggaran lagi yang berakibat 

positif baik dari segi anggaran Ataupun untuk kegiatan sehingga akan 

menjadikan Kecamatan Nguling jauh lebih maju dari sebelumnya itu 

harapan kami nantinya. 



SPM/ 

No lndlkator Stander IKK 

oulonal 
1 2 3 4 

lKU (Tujuan 8t Suaran) P-
Renstra 2018-2023 

Nilai Sistem Akuntabilltas Kinerja 
1 Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Kecamatan 

2 
Presentase Jenis Pelayanan yang 
Berkualltas 

3 
Presentase Desa I Kelurahan yang 
Telah Dibina 

4 
Persentase Konflik yang Tertangani 
di Wilayah Kecamatan 

II IKU (Tujuan 8t Suaran) 
Renstra 2024-2026 

Meningkatnya Hasll Koordinasi 

1 
Penyelenggaraan Pernerintahan, 

Pelayanan Publik dan 
Pemberdayaan Masyarakat Cesa. 

2 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah. 

TC-30 (Tabel 2.2 ) 
·-

Pencapaian Kinei:ia Pelayanan Per�at Daerah Kecamatan Ngulinp; 
Kabupaten Pasuruan 

Tar et Renstra Per kat Daerah 
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+l 

2022 2023 2024 202S 
5 7 8 

75.15 76 76,5 77 

85 90 

100 100 

100 100 

80,5 83 

76,5 77 

Realiaul Ca lan 
Tahunn-2 

2022 
9 

75,39 

87,93 

100% 

100"/o 

Tahun n-1 
2023 

Tahunn 
2024 

80,5 

76,5 

Tahun n+l 
202S 

12 

83 

77 

Nguling, Januari 2023 
Camat Nguling
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Isu-isu strategis pembangunan Pasuruan yang sejalan dengan 

Tupoksi Kecamatan Nguling dapat dikategorikan dalam uraian- uraian 

dibawah ini: 

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan 

dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk 

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan. 

2) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, 

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara 

prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, dan akurat, 

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan 

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar 

Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan 

masyarakat.Harapannya dengan pelayanan pnma akan 

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 

menciptakan kepuasan yang pada akhirnya mampu mendorong 

berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; 

3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas 

aparatur.Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan 

masyarakat.Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus 

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. 

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber 

daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang seimbang ; 

4) Pembinaan kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai 

dengan pola pengembangan. 

5) Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai SKPD yang mengkoordinir 

kegiatan yang dilaksanakan di desa setempat. 

Pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri 

menerbitkan Surat kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia 

yang memiliki Desa yakni Surat Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ 

hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan 

Pilkada Serentak Tahun 2024. 



Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan Surat Menteri Dalam 

Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ yaitu pelaksanaan pemilihan 

kepala Desa pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024 khususnya yang mengatur masa kampanye Pemilu dan 

Pilkada Serentak sehingga diperlukan dukungan situasi yang 

kondusif. 

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada masa 

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya yang 

mengatur masa kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak diperlukan 

dukungan situasi yang kondusif, bersama ini dengan hormat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara 

serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa acara "Pemilihan Kepala 

Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang 

acara . Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa acara "Pemilihan 

Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah 

Kabupaten/Kota acara. 

3 . Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa secara 

bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 

a . Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di 

wilayah Kabupaten/Kota; 

b. Kemampuan keuangan daerah; dan/ atau 



c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat 

Kepala Desa. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) 

menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa secara bergelombang 

dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun dan ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan 

kepala desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan 

Bupati/Wali Kota. 

4. Dengan memperhatikan pertimbangan dan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana tersebut di atas, maka: 

a. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala 

desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 

2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bupati/Wali Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa 

sebelum tanggal 1 November 2023 dan yang akan menunda sampai 

dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 

2024 agar melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada 

Menteri Dalam Negeri. 

c. Dalam rangka pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, agar melakukan 

FORKOPIMDA khususnya dalam menjaga 

stabilitas keamanan di wilayah Saudara/ i. 

koordinasi dengan 

kondusifitas dan 

d. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 

wilayahnya masing-masing serta melaporkan kepada Menteri Dalam 

Negeri. 

Bagaimana kita yang ada di lingkungan Kecamatan tidak 

jauh beda dengan yang dilakukan oleh tingkat pusat banyak sekali yang 

harus dipersiapkan tentunya juga tidak lepas dari kerjasama serta 

koordinasi dengan FORKOPIMCA khususnya untuk menJaga 

kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan 

Nguling.Apalagi boleh dibilang Kecamatan Nguling dominan warga 

Pantura dengan SDM yang tidak begitu memadai sehingga masih 

mudah dipengaruhi oleh para pelopor - pelopor CALEG yang membawa 

dampak negatif dalam arti memilih bukan dari hati dan cara pandang 

pribadi melainkan masih ada pengaruh dari luar,kita sebagai ASN yang 



berakhlak harus bisa memberi contoh yang positif baik dari sikap 

ataupun tutur kata. 

Sedangkan harapan kita setelah pelaksanaan CALEG 

nantinya kita mendapatkan pemimpin yang bisa menginspirasikan 

suara rakyat bukan hanya mementingkan kepentingan partai atau yang 

lainnya.Sehingga Kecamatan sebagai unsur pemerintahan yang paling 

bawah yang punya peranan memberikan evaluasi pada calon PILKADES 

khususunya ,agar supaya benar - benar terjaring calon yang sifatnya 

menjadi pemimpin yang amanah serta tanggung jawab. 



2.4. Review Terhadap Rancangan Awai Rencana Kerja OPD 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan 

tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Organisasi 

Pemerintah Daerah (OPD) . 

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 

2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana 

Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 

OPD dan mengacu kepada OPD. Sedangkan OPD dijadikan dasar 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan 

dengan Rancangan Renja OPD. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih 

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini 

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. 

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat 

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama 

ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pemyataan diatas. 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan 

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk 

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang 

seperti kebanyakan usulan selama ini. 



Kecamatan Nguling dari tahun ke tahun perkembangan yang 

bisa kita simpulkan terkait program kegiatan dan sub kegiatan 

alhamdulillah antara target dan realisasi sudah terpenuhi 

semua .Mesti pada kenyataannya anggaran di Kecamatan sangat 

minim tapi kita berupaya untuk bisa meminimalisir penggunaan 

sesuru kondisi anggaran yang ada.Ini bisa dilihat pada tabel TC.31 

sebagaimana terlampir. 



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguling Tahun 2024 yang 

disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses 

perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, 

proses partisipatif dan proses buttom-up dan top down, yang disebut 

dengan istilah dari shopping list ke working plan. Perencanaan ini 

disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di 

masyarakat. 

Namun, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguling saat ini masih 

belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum 

dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk 

menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan 

Nguling mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan 

usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan­

usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat 

memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan 

berkepentingan) di Kecamatan Nguling dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan secara keseluruhan. Ini bisa dilihat pada tabel TC.32 

sebagaimana terlampir. 



TC- 32 ( Tabel 2.4 ) 

Usulan Program, Keglatan dan Sub Keglatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Pasuruan 

Nama Penmgkat Daerah : KECAMATAN NGULING 

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program 

1 2 3 4 

N I HL I L 

Besaran / 
Catatan 

Volume 

5 

2023 

MULYOHADI,SH.MM 

Pembina 

Nip.196904111992021001 

6 

Nguling, 

CAMAT NGULING

             ttd.



Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK 

IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2018-2023 

Tujuan : 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Sasaran : 

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat 
Daerah 

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 
Kecamatan 

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan 

4. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas 
Masyarakat Kecamatan 

IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-20 26 
Tujuan: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat 
Kecamatan 

Sasaran: 

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

2 . Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah. 

Tabel 3.2 
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2024 

Indikator Kinerja 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Kecamatan 

Presentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas 

Presentase Desa / Kelurahan yang Telah Dibina 

Persentase Konflik yang Tertangani di Wilayah 
Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 

lndeks Penyelenggaraan Kecamatan 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) 
Kecamatan 

Realisasi 2022 

89,23 

75,39 

87,93% 

100% 

100% 

Nguling, 
CAMAT NGULING 

cffe= 
MULYOHADI.SH.MM 
Pembina 

Proyeksi 2023 Target 2024 

90 

76 

90% 

100% 

100% 

90,5 

82 ,5 

76 ,5 

2023 



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun 

waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana 

secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh 

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan 

dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan 

akuntabilitas public. 

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan 

fungsi Kecamatan Nguling telah disesuaikan dengan arah Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional 

guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, 

misi, tujuan dan sasaran yakni : 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan 

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat 

agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam 

melaksanakan tata pemerintahan yang baik 

2. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata 

3. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar 

sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya. 

4 . Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan 

kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap 

rumah tangga 

5. Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran 

6. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan 

berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi 



3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan 

m1s1 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan stratejik ini, 

maka Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat 

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana 

visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan 

badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang 

ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang 

terukur. 

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Nguling Kabupaten 

Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri - ciri sebagai berikut : 

a. Masyarakat lebih sejahtera; 

b . Lebih mandiri ; 

c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional 

maupun global ; 

d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial ; 

dan 

e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai - nilai 

kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi. 

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Nguling merupakan bagian 

integral dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan 

memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya 

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang 

berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya 

mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikan, 

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan 

bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. 



NO 

1 

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung 

pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikan, apabila 

seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa 

tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. 

TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS KINERJA 

Meningkatnya PROGRAM 

Hasil PENYELENGGAR 

Koordinasi AANURUSAN 

Penyelenggara Meningkatkan PEMERINTAHAN 
Indeks UMUM an Efektifitas Penyelenggar 

Pemerintahan, Pelayanan aan PROGRAM 
Pelayanan Kepada Kecamatan PENYELENGGAR 
Publik dan Masyarakat AAN 
Pemberdayaan PEMERINTAHAN 
Masyarakat DAN PELAYANAN 

Meningkatnya 
Desa) PUBLIK 

Kualitas PROGRAM 
Pelayanan PEMBERDAYAAN 

Publik di MASYARAKAT 

Tingkat DESADAN 

Kecamatan KELURAHAN 

Nilai Sistem 
Meningkatnya Meningkatkan 

Akuntabilitas PROGRAM 
Akuntabilitas Kinerja KOORDINASI 

Kinerja 
Efektifitas dan lnstansi KETENTRAMAN 

Perangkat 
Optimalisasi Pemerintah DAN 

Daerah 
Anggaran ( SAKIP) KETERTIBAN 

Kecamatan UMUM 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 



Name OPD : Kecamatan Nguling 

Ra.acuacan Awai RKPD 

ll'o 
P,_... / K- Lokui llldikator Kbaerja 

(1) Pl (3) (4) 

I PROO. PBIIUllJAll'O URUSAII' PEMERJIITAHAJlf UMUII Kecamata:a Jll'pJJ.o.c 
P ... a.ta.M Pemea.uhan PealUtjallc arasan 
Pemerintahan 

I 
PereaclUlalla.1 P--a:~ dan EYNa.aaJ. Ktnerja Kecamatan llpllq 

Tercapahtya lapona En.ta.Mi KUlerja Pera.u.p..t 
P-tO....,. o ....... 

1 Penyusunan Ookumen Perencanaan Perangkat Oacrah Keca.matan Nguling Jumla.h Dolcumen Perencanaa.n Perangka.t Oaerah 

Jumlah Laporan Capa.ia.n Kinerja dan J:kbtiaar 

2 
Koortlinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

Kecam.atan Nguling 
Rea.lisasi Kinerja SKPD da.n Laporan Hasil Koordinasi 

dan JkhWM\J' Realisasi Kinerja SKPD Pcnyusuna.n Laporan Capa.ian Kinerja dan lkhtiSAr 
Realisasi Kinerla S KPD 

I 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KecllJllAtan Nguling Jumlah l.aporan Evaluaai Kinerja Perangkat Daerah 

2 

Adminlatrul Kea.&llpll P_.....at Daenh K.camatall llplia.c P,_..ttte.M AcluLl.oJstrad Kna:apa P----• t 
O..nh 

I Penyediaan Oaji dan Tunja.ngan ASN Kecamat:an Nguling 
Jumlah Orang yang Mencrima. Oaji dan Tunjangan 
ASN 

2 Penyediaan Administraai Pelaksana.a.n Tugu ASN Kecamatan Nguling 
Jumlah Dokumen Haail Penyediaan Adminiatrui 
Pelaksanaan Tuga.1 ASN 

3 
Pelakaanaan Penatauaahaan clan Pengujian/ Veri.6.kui 

Kecamatan Nguling 
J umlah Ookumen Penatauaahaan clan Pengujian/ 

Keuangan SKPD Veri.6.kasi Keu&n8an SKPD 

' Adminlatrul BU"&A& MWk Daenla pada Peranp.at Daenh Kecamatan Nguling Pene:at.aee peme n.uhan adm. DMD 

1 
PenyuautlAO Perencanaan Kebutuhan Bo.rang Milik 

Kecamata.n Nguling 
Jumlah Rencana Kebutuhan Be.rang Milik Daerah 

Daera.h SKPD SKPD 

2 Penata.uaahaan Ba.rang Milik Dacrah pada SKPD Kecamata.n Nguling 
Jumlah Laporan Penatauaahaan BarAD3 Milik Daerah 
pad.a SKPD 

• 
AclmiaJat:n.d Kepepwawl Peran&bt Daerah Keoamataa llpllna Pe:r-aea.tue Kepepw....._ P..a.a,r.atDun.11. 

1 
Pengadaa.n Pak.aia.n Din.as BesertaAtribut 

Kecamatan Nguling 
Jumlah Pak.et Pakaia.n Dinas beserta Atribut 

Perlengkapa.nnya Kelengkapan 

2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja. Pegawai Kecamatan Nguling 
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluaai, dan Penilaian 
Kincrja Pegawai 

3 
Pcndidikan dan Pclatihan Pegawai Berduarkan 

Keca.matan Nguling 
Jumlah Pegawai Berdaaarkan Tugas da.n Funpi yang 

Tugas dan Fung&i Mengikuti Peodidikan dan Pelatihan 

◄ Sosialisui Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Nguling 
Jumlah erg yang meng.ikuti Soeialiaasi Pcraturan 
Pcrundang-Unda.ngan 

5 
AdmJ.aiat.rui Umum Pen.na:llat Daen.11 Kecamat.aallplq: Jumlah la,yuum ad.mha.iat:nlai Umum yaac dipena.h.l 

1 
Penyediaan Komponen [nst&la.ai Liatrik/ PenerangAJt 

Kecamat:an Nguling 
Jumlah Pa.ket K.omponen lnstalasi Listrik/ 

&ngunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang Disedia.kan 

Tebel T·C.3 1 ( Tebel 2.3 ) 
Review Re.ncengan Awai RKPD Tehun 2024 

Kahupet.en Pasuruen 

Tucet Pac-la.4illa.tir 
P,_/K-Capoiaa (Rp.000! 

(5) (6) (7) 

100% 9 ,159.68:.1 .180 
PROO. PEJIU.IIJAIIO URUSAI( PBMERIIITAHAII 
UMU1'I 

12 Bmall 5 9 .000.000 
Peren.c.aau, P~, &UI.Bnta.ui Kinetja 
P-.npat De.erah 

15 Dokumen 15 .000.000 1 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangk:at 
Daerah 

15 Laporan 30.000.000 2 
Koordinui cl.an Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja da.n IkhtiH..t Realisasi Kinerja SKPD 

5 Laporan 14 .000.000 3 Evaluaai Kine rja Perangkat Daerah 

100% 8 .032 .217.160 Admlnilltnei Kea.llUlpll Pen.nakat Daenh 

21 ASN 7.195.603 .800 1 Penyediaa.n Oaji dan Tunjangan ASN 

12 Dokumen 726. 726.000 2 
Pcnyedia.a.n Adminiat.raai Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 Dokumen 109.887.360 3 
Pelakaanu.n Pe natauaaha.an dan Pengujian/ 
Verifiltui Keuan.gan SKPD 

100% 2.4 ~ 7 .400 
Admimatn.ei s...,... Mflik Dae nh pad& Peraqllat 
Daenh 

3 Laporan 1.000.000,00 l 
Penyuaunan Perencanaan Kcbutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

6 Laporan l. ◄27 , 400,00 2 
Penatauaahaan Ba.rang Mllik Daerah pad.a 
SKPD 

100% 72.000.000 AdmhliatruJ. Kepep.waiaa. PeftDPat Daenh 

3 Paket 12.000.000 1 
Pengadaa.n Pakaian Dina.a Beserta Alribut 
Perlengkapa.nnya 

5 Oakum.en 5.000.000 2 
Monitoring, Evaluaai, dan Pcnila.ia.n Kinerja 
Pegawai 

38 Orang 35.000.000 3 
Pcndidik.an dan Pelatihan Pegawai 
Bcrda.sarkan Tupa dan Fungai 

38 Orang 20.000.000 ◄ Sosialisasi Pcraturan Perundang-unda.ngan 

100% 445.9 :n .600 A4m.i.itlst.n.a Umum Pen.tta,s.at Daenh 

15 Paket 15 .000.000 1 
Penyedi.aan Komponen lmta.laai Llatrik/ 
Pcnerangan Banguna.n Kantor 

u..a. A:naU.ak Keba.ta~ 

c ........ 
Lokui ludikator Kiaerj& Tucet 

Capoiaa 
Keba.tuhui Da:aa P-tinc 

(Rp.000! 

(8) (9) (10) (11) (ll) 

Kecamataa. Pet'Mnt&M tedak1NU1aAya Penuajuac UruH.D 
100% 9 ,159.68:1 .180 ll'plinc Pemerl.atabaa. 

Kecamata:a Tercapaia,ya 1-ponm ETW.u.aai Killerja Peraapat 
13 Bulu. 59.000.000 

,._ 
O..nh 

Kee&matan 
J umlah Dokumen Perenca.naan Perangkat Oaerah 

Nguling 15 Dokumen 15 ,000.000 

Jumlah Laporan Ca.pe.ian Kinerja dan Ikhtisar Realiaui 
Kecamatan Kincrja SKPD da.n Laporan Huit Koordi.nasi Penyusuna.n 

Nguling Laporan Ca.paian Kinerja dan tkhtisar Realisaai Kinerja 
15 Laporan 30.000.000 

SKPD 

Kecamatan 
Jum.la.h Laporan Evaluaai Kinerja Pcrangkat Dae.rah 5 LaporM Nguling H .000.000 

Kecam.ataa 
Penen.ta .. AdmhliatruJ. Keaanaan Peraapat Daen.11. 

,._ 
100% 8 .032.217.160 

Kee&matan 
Jumlah Orang yang Menerima Oaji dan Tunjangan ASN Nguling 21 ASN 7,195.603 .800 

Kecam.ata.n Jumlah Ookumen Huil Pcnyediaan Administrui 
1:1 Ookumen Nguling Pelakaanaan Tugaa ASN 726.726.000 

Kecamatan Jumlah Dok Penatauaahaan dan Pcngujian/ Verifikui 
12 Dokumen Nguling Keuangan SKPD 109.887.360 

Kee&matan Penea.tue pemeaa.ha.a a4m DMD 100% 2.427.400 Nguling 

Kecamatan 
Jumlah Rencana Kebutuhan Ba.rang Mililc: Daerah SKPD 

Nguling 3 Laporan 1,000.000 ,00 

Kecamatan Jum.lah Laporan Penatauaahaan B&rani Milik Daerah 
6 Laporan l. ◄27 . ◄00 ,00 Nguling padaSKPD 

Kecamatan. 
PerNntue Kepepwa.iaa Peraapat Daen.b. 

,._ 
100% n .000.000 

Kecamatan Jumlah Pak.et Pakaian Dina.a bcserta Atnbut 
Nguling Kelcngkapftn 3 Pa.ket 12 .000.000 

Kecamatan Jumlah Ookumen Monitoring, Evaluaai, dan Pcnilaia.n 
5 Dokumen Nguling Kjnerja Pcgawai 5 .000.000 

Kee&matan Jumlah Pegawai Bcrdaaarkan Tugas da.n Fungai yang 
Ngulill8 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 38 Orang 35 .000.000 

Kecamatan Jumlah org yang mengilcuti Sosialisaai Peraturan 
Nguling Perundang-Undangan 38 Orang 20.000.000 

Kecun.ataa. 
Jumlah 1.ayanan adm.lniatraal Um.um yaq dipen tlhi 

,._ 
100% 445.~l.600 

Kecamatan Jumlah Pa.ket Komponen lnstal.ui Listrik/ Pcnerang.an 
15 Pakct Nguling Bangunan Kantor yang Diacdiakan 15.000.000 



1'o 

(11 

p_..... / Keclata,, 

Penyed.iaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Ba.han Logistik Kantor 

Penyed.iaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Ba.rang Cetakan dan PenggandM.n 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapa.t Koord , dan Konsultasi SKPD 

Dukungan Pelaksanaan Siatem Pemerint.ah&n 
Berbasis Elektronik pa.da S KPD 

Penp.daan Duane Milik Daerab. Peaanjane Ura.MD 
Pem.erintah Daenh 

Pengadaan Meubela.ir 

Pengadaan Peralatan dAn Meain Lainya 

Pengadaa.n Asel Tetap Lainnya 

Pa.yed.iu.n Jua PenanJua& UnlMJL Pemerilltalum Daenh 

1 ~;s~dia.an Jua Komunikui, Sumber Daya Air dan 

2 Penyediaan jaao. aurat menyurat 

3 Penyediaan jasa pe la.ya.nan umum kantor 

Pemellh.uaa.n Buaq MD.Ur. Durah Peauajana: UniAD 
Pem.eri.a.tuaa Daenh 

Penyediaan Jasa Pemeliharrum, Biaya. Pemeliha.raan, 
l Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a.t.au 

Lapangan 

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La.innya 

R.a.n.canpaAwal RKPD 

(3) 

Kecamatan Nguling 

Kecamatan Nguling 

Kecamatan Nguling 

Kecamatan Nguling 

Kecamata.n Nguling 

Kecamatan Nguling 

Kecamata.n Nguling 

Kecamatan ll'auJin.l 

Kecamat.a.n Nguling 

Kecamatan Nguling 

lndJkator Ki:nerj• 

(41 

Jumlah Pa.ket Perala.tan clan Perlengkapan Kan tor 
yang Disediakan 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Di9ediakan 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Jumlah Pa.ket Barang Ceta.ka.n dan Penggandao.n yang 
Dme<:liakan 

Jumlah Laporan Faailitasi Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Penyelengga.ra.an Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Dukungan Pelaksanaa.n Sistem 
Pemerintahan Berba.aia Elektronik pa.da SKPD 

Jmnlah Penp.du.n BMD Peu.unjane Keiouoataa. 
yana:dD.Ullanakan 

Jumlah Pa.ket Mebel yang Diaedia.kan 

Jumlah Unit Peralatan clan Mesin La.innya yan11, 
DisediakAn 

Kecamatan Nguling Jumlah Unit Aeet Teta.p Lainnya yang Diaediakan 

Kecamatan ll'cutJ:Dc 

Kecamata.n Nguling 

Kecamatan Nguling 

Kecamata.n Nguling 

Kecam.ata.a. ll'pllila: 

Ja.mlah Kebatahall jasa Peauajaq UniAD 
Pem.eri.nt.ah.aa Daenh ya.oc d.Jaediuaa 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika.ai 
Sumber Daya Air da.n Llatrik yang di Sediakan 

Jumlah Penyediaan jasa aural menyurat 

Jumla.h Penyediaan jA.Sd pelayanan umum kantor 

Jumlah Pemeliharaan Dana.a: Mil.ill Da.enh 
Penuajaq Ura.MD Pemerintalum O..enb 

Jumlah Kendaraan Din.as OperaBional atau Lapangan 
Kecamatan Nguling yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

Kecamatan Nguling Jumlah Peralatan dBJl Mesin Lainnya yang dipelihara 

Tucet 
Capaill.ll 

(61 

10 Paket 

15 Paket 

20 Paket 

10 Paket 

3 Laporan 

5 Laporan 

4 Dokumen 

100% 

25 Unit 

10 Unit 

3 Unit 

100% 

12 Laporan 

12 Laporan 

3 Laporan 

100% 

20 unit 

9unit 

Pap ln41katif 
(Rp.000, 

(61 

30.000.000 

10,000.000 

20.000.000 

35.000.000 

20.000.000 

5 .000.000 

3 10 .92 1.600 

(7) 

Penyediaa.n Perala.tan clan Perlengkapan 
Kanto, 

Penyediaan Ba.ban Logistik Kantor 

Penyed.iaa.n Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Baning Cetakan dAn 
Penggandaan 

Fuilitasi Kunjungan Trunu 

Penyelenggaraan Re.pat Koord. dan 
Konsultaai SKPD 

Dukunga.n Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbuis Elektronik pada 
SKPD 

l 70.000.000 Peu.p.daan Dan.q MOJ.k D .. nh Penulljaq Un.aan 
Pemerintah Daenh 

70.000.000 Penga.daan Meubelair 

85 .000.000 Pengadaan ?em.lat.an clan Meain Lainya 

15 .000.000 3 Penga.daa.n A.set Tetap Lainnya 

101 .116.020 ~=~J••Pu1.1:utjanc:Ura.NJ1Pemffllltah1U1 

63 .116.020 

3.000.000 

35.000.000 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Penyediaan jasa surat menyurat 

Penyediaan jasa pelnyanan umum kantor 

:JT?.OOO.OOO Pem.el..l.b.a.ftaa Duane M.ililr. Daenh PenuaJaac 
Ura.Mn Pemen.Jltaha.A Daenh 

150.000.000 

37 .000.000 

Penyedi,um Jaaa Pemeliharaan, Biaya 
l Pemeliharaan, Pajak clan Perizina.n Kendaraan 

Dina.a Operuional atau Lapangan 

2 Pemelihara.an Peralata.n clan Mesin Lainnya 

1. ...... 

(81 

Kecamatan 
Ngu ling 

Kecamatan 
Nguling 

Kecarnatan 
Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Keca.matan 
Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Keoamatan 
Nguling 

Kecama.b.D. 
l(pllnc 

Kecama.tan 
Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Keoam.ataa. 1(-
K«an>Atan 

Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Kecama.tan 1(-
Kecamatan 

Nguling 

Kecamatan 
Nguling 

Hull Anatw. Kebutahan 

hadikator KiD.erja 

(91 

JumJah Paket Perala.tan dan Perlengkapan Kantor yang 
D ised.ia.kan 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia.kft.n 

Jumlah Paket Peralatan Ru mah Tangga yang Disediakan 

Jumlah Paket Ba.rang Cetalcan dan Penggandaan yang 
Disedia.ka.n 

Jumlah Laporan Faailitaai Kunjungan Ta1nu 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konaultaai SKPD 

Terlaksananya Dulrungan PelAksanaan Siatem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 

Jumlah Pea.cadun DMD Pettunjaq Kecamataa. yana: 
dllua ........ 

Jumla.h Paket Mebel yang Disediakan 

Jumlah Unit Peralata.n dan Mesin Lainnya yang 
Disedi.&kan 

Jumlah Unit Aaet Tetap Lo.innya yang Dised.ia.kan 

Jumlah Kebutahua J•• Penanjane Ura. ... 
Pem.erta.tahan Daenh JUie d.lMdialr.aa 

Jum.lah Pemabayaran Tagihan Rekening Air,Llslrik dan 
Ai, 

Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat 

Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

Jumlah Pem.allhan.a.n Barauc llil.ilr. Daen.h 
Pmm.nJana: UruAD Ptlllle:rintalum Daenh 

Jumlah Pemeliharaa.n Oedung Kantor 

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor yang dipelihara 

Tucet 
C•pataa 

(101 

10 Paket 

15 Paket 

20 Paket 

10 Paket 

3 Laporan 

5 Laporan 

4 Oolrumen 

100% 

25 Unit 

10 Unit 

3 Unit 

100% 

lJ Laporan 

12 Laporan 

3 Laporan 

100% 

20 unit 

9 unit 

Kebll.tuhan Dana 
(Rp.000, 

(111 

30.000.000 

10,000.000 

20.000.000 

35,000.000 

20.000.000 

5 .000.000 

3 10.921.600 

170.000.000 

70.000.000 

85.000.000 

15,000.000 

101 .116.0:JO 

63.116.020 

3.000.000 

35.000.000 

:J77.000.000 

150.000.000 

37.000.000 

c.-.. 
Pent.ht& 

(12) 



Raocanca.n Awai RKPD Huil A.na1J.sia Kebutuha.n 

~o c ....... 
p,_.,. / Koeu,tan ..... , lnd.ilr.atol' KUlerja Tucot Pap. lndikatif 

P,_.../ Koeu,tan ...... lndilultot- Khterja Tucot KebD.tuhan.Da.na Penttnc 
Capaian (Rp.000, Capaian (Rp.000, 

(l) 121 (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Oedung Jumlah Sa.rana dan Prasarana Oedung Kantor a.tau 
Pemeliha.raan/Rehabilitasi Snrana clan 

Keeamatan 
3 

Kantor dan Bangunan Lainnya 
Kecamatan Nguling 

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 
1 Lokasi 45.000 .000,00 3 Prasarana Oed.ung Kantor dan Bangunan 

Nguling 
Jumlah Pemeliharaan Oedung Kantor 1 Lokasi 40 .000.000 

Lainnya 

• Pemeliharaan Mebela.ir Keeamata.n Nguling Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 • Pemeliharaan Mebelair 
Kecamatan 

Nguling 
Jumlah Mebelair yang dipeliha.ra 3 Unit 5 .000.000,00 

5 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Oedung Kantor dan Bangunan 

Kecruna.tan Nguling 
Jumlah Oedung Kantor clan Bangunan La.innya yang 

1 Lokaai i0.000.000,00 5 
Pemeliharaan/Rehabilita.si Oedung Kantor dan Kecamatan Jumlah Pemeliharaan/Reha.bilitasi Oedung Kantor d&n 

1 Lokasi 
Lainnya Dipelihara/ Oirehabilitasi Ba.ngunan La.innya Nguling Bangunan La.innya 15.000.000,00 

D 
PROO. PEJIYELEIIGOARAAJI' PP.IIBRIJITAHAII DAIi 

Kecamat.an llplinc PenentaH Penyelei:aawar-n Pela.yanan Publik 100% 429.720.000 
PROO. PEIIYELEIIOGAR.AAK PEMERJJffA.HAII DAIi Keca.matan 

Pen.nta&e Penyelea.aru-,n Pelayaaan Publik 100% PELA.YAIIAll' PUBUK PBLAYMAII POBUK llpllnc 429. 'n0.0OO 

1 
Koordbaaal PenyeleDCIIU'M,D Kea;latan p._erln.tahan di 

Kecamata.all'cuJ.t.aa 
Ju:m.lah tedakauianya Koordinaai Penyele.........,.. 

100% 159. 720.000 
Koordiu.N. Penyelen.cprMll K~ Kaea.mat.an Jumlah terlakMAanya Koordiu.ai Penyel• ncpraan 

100% Tinpat Keoamatan Kepat.an Pemeriu.taha.a. di Tlnpat Kecam.atan Pem.eriu.tab.an di Tf.nCkat Kecamat.an Rpllnc Koeiata.a Pem.erintalum di Ttn&k•t Keoamataa 159.7:J0.OOO 

Koordinui/Sinergi Perencanaan dan Pelakaanaa.n Jumlah Laporan Koord./ Sinergi Perencanaan dan Koordinaai/Sinergi Pcrencana.an dan 
Keeama.tan Jurulah La.poran Hasil Koordinaai Pcrencanaan dan 

I Kegiatan Pemerintahan dengan Puangka.t De.crab dan Kecamat.an Nguling Pelaksanaan Kegiatan Pemerint&.han deflian 6 Laporan 59.720.000 l Pelakaana.an Kegia.tan Pemerinta.han dengan 
NgullJl8 Pel&ksa.naan Kegiatan Pemerint.ahan 6 La.poran 59.720.000 

lnstansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan lnstansi Vertika.l Terkait Perangkat Daerah clan lnstanai Vert.Ucal Terka.it 

2 
Peningkatan Efektifita5 Kegiata.n Pemerintahan di Tingkat 

Kecamata.n Ngulifli 
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitu Kegiatan 

i Dokumen 100.000.000 2 
Penlngkatan Efektifita5 Kegia.tan Pemerinta.han Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

-<f Dokumen 
Keeamatan Pemerintaha.n di Tingkat Keeamatan di Tingkat Keca.matan Nguling Pemerintahan di Tingkat Kecamata.n 100.000.000 

Penyelen.a:aaraan Un.ND Pemerl:ntahan. yana: tJd.aJr. Penea.taae Laporan balaaaa. PATEII ya.na: Penyel•naanan Un.Mn Pmneriotahan yanc tidalt 
Keeamatan 

PenentaM Lapona ba.lanan PATEII yanc 
clilakuoalr.an oleh Unit Kerja Pe:rau&kat Daen.h yaa.c Ada Kecamatan llplinc DiaeJ,eaaillaa. Tepat Waktu (berduarllan Perba.p 100% ~so.000.000 dJl.abu.ab.n oleh Unit Kerja Peraqllat Daenh 

Nguling 
DiHLt.aikan TeP"t Waktu (be:rd.aaarllaa Pe:rt:,up 100% ~50.000.000 

diKecamatu. PATEII) yaa.a: Ada di Kecam.at.an PATEII) 

l 
F.!ningkata.n Bfektilitu Pelahanaan Pclayanan kepada. 

Kecama.tan Nguling 
Jumlah peruberian layanan adminiatraai 

1-1 La.yanan 250,000.000 l 
Peningka.tan Efektifita.s Pelaksanaan Pclayana.n Kecamatan 

Jumlab.p.aiMriau t.;r-- ~Mib,p.nd.udulu,n 
Masyarakat di Wil Kecamata.n kependudukan kepad& Masyarakat di Wil Kecamatan Nguling li Layanan 250.000.000 

P.ta.kaana.aa um. .... Pem.ednt.ahan Y&DC DWJD.pahllan 
Kecamatan llpJJ.nc Proeentue ReallA.ai PBB-P~ 100% 20.000,000 

Pelak.anaan U:ruun Pem.erintahan yana Kecamatan 
ProNntue Realisasi PBB-Pl 100% 

k•P"4• Camat DWmpahllan lr.epada. Ca.mat Nguling 20.000.000 

1 
Plaksa.naan Uruaan Pemerinthan yang terkait dgn 

Kecamatan Nguling 
Jumlah La.poran Pelaksanaan. Kewenangan La.in yang 

6 La.poran 20.000.000 l 
Pla.ksanaan Uruaan Pemerinthan yang terka.it Kecamata.n 

Jual.b.1,apm'- ~x---,.- LIiia.,-. OOa.p.bk--
Kewenangan Lain yang Dilimpa.hkan Dilimpahkan dgn Kewenangan Lain yang Dilimp&hkan Nguling 6 Laporan 20,000.000 

Dl 
PROO. PEMBBRDA.YMII MA.SYARAKAT DBBA. OA1' 

Kecamatan llculJ.na Peraentue Usaha Kelompok Masyarakat 100% 2 65.955.000 
PROO. PEIIBBRDA.YAAII MABYARAKAT DBSA. DAIi Kecamatan PeneataM De•/ Kelurahan yanc terbin& deap.a 

KELURAHAII KELURAHAII llpllnc - 100% 265.955.000 

1 

Koordinasi Keciata.n Pem.betdayaan De• Kecamat.an llplln.1 Jumlah Koord. Keglatan Pemberdayaan Des.a 100% 1 65.955.000 Koordinasi Keciatan Pem.berdayaan De• Kecamataa. 
JIUlllah tedakaannya keciatan pemberdayaan de .. Bpllnc 100% 265.955.000 

Jumlah Dokumen Sinkronisaai Prag. Kerja dan Peningka.tan Efektifita.s Kegiatan Jumlah Ookumen Sinkronisui Prog. Kerja clan Kegiatan 

Peningkatan Efektifitaa Kegiata.n Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan MAayara.kat yang Dilakukan Pemberdayaan Maayarakat di Wilayah Kecamata.n Pemberdayaa.n Maayarakat yang Oilakukan oleh 
l 

Maaya.ra.kat di Wilayah keca.matan 
Kecamat.an Nguling oleh Pemerintah clan Swaata di Wilayah Kerja 3 Dokumen 15.955.000 I kecamatan Nguling Pemerintah dan Swasta di Wilaya.h Kerja Kecamatan 3 Dokumen 15.955.000 

Keeam.atan 

Sinkroniaasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberd.ayaan 
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitaa Kegiatan Sinkronisa.si Program Kerja da.n Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitaa Kegia.tan 
Pemberd.ayaan Muyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Keeamatan Pemberda.yaan MAsya.rakat di Wilayah Keca.matan 

2 Maay yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Keeamatan Nguling 6 La.poran 250.000.000 2 
Pemerintah clan Swasta di Wil Kerja Kee Nguling 6 Laporan 250.000.000 

Kerja. Kee 

PROO. KOORDlll'A.81 K.ETBBTRAMAK DAIi KETERTIBAII 
Kecam.atu. llpll:nc: 

TerluA.D.an~ koordlnui ketentram.an dan 
100% 135.000.000 

PROO. KOORDIIIA.81 KETEIITRAIIAII DAJI' Kecamatan Tedaku.n.anya lr.oordlnui k etentnm.Ul dan 
1V 

UllUM ketert:iba.aumu:m. K.ETERflBAII UMUM Rpllnc lletedibaa. um.um 100% 135.000.000 

Koordia.ui Upaya. Peayelen&&an,an Ketentrunan daa. 
Jum.lah palakaanaan keclatan. koordinasi Upaya. 

Koordinasi Upaya Penyelenaan.an Ketentn.man Kecamataa J1111llah pelakaanaan kecfatan koordi:a.ui Upaya 
1 Kecamatan lllfnlinl Penyeleagaraan Ketentrunan dan Ket.ertlban 100% 136.000.000 100% 135.000.000 Ket.ert:hn Usn1UD Umum 

d.an Ket.ertfban Umum llpllnc Penyelenganan Ketea.traman d.an Ketertibe.n Umu.m 



Rancancan Awai RKPD H..U Analiaia Kebutahaa 

lfo 
c.-.. 

Ta,cet Pacu ludlltatJf Ta,cet Kebabthan Dana Peattnc P...,...... / Keclotaa Loluu,i lndilr.ator Khutirja 
Capoum (Rp.000, 

P._...,/ Keciotaa Lokaai ladilultor Kinerja 
Capoum (Rp.000, 

(1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (ll) (12) 

I 
Harmoniaasi Hubungan dengan Tokoh Age.ma dan Tokoh 

Kecamatan Nguling 
Jumla.h Laporan Pelalcsanaan Harmonisasi Hubungan 

3 Laporan 120.000.000 I 
Harmonisa.si Hubungan dengan Tokoh .Agama K«amatan Jurulah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 

3 Laporan 120,000.000 
Ma.syaralcat dengan Tokoh Aga.ma da.n Tokob Maayarakat dan Tokoh Ma.syarakat Nguling denga.11 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

Sinergitaa dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas deogan Kepolisian Negara Republik 
Kecamatan 

Jumlah Lapora.ii Hasil SinergitAS ~ngan Kepolisian 
2 Tentara Nasional Indonesia dan lnata.nsi Vertikal di Kecamatan Nguling Negara Republik Indonesia, TNI clan lnstansi Vertika.l 6 Laporan 15.000.000 2 Indonesia, Tent.Ara Nasional Indonesia dan 

Nguling 
Negara Republik Indonesia, TNI d.an lnstansi Vertilcal di 6 Lapora.n 15.000.000 

Wilayah Kecamatan di Wilaya.h Kecamatan Instansi Vertilca.l di Wilayah Kecfl.Jll&tan Wilayah Kecama.ta.n 

~ 

V 
PROO. PFMBUIAAJI DA11' PBl'OAWASAJII PEMERIIITAHAlf 

Kecamatul ll'pliu& 
Pe:nentaN Pembbaaan daa Pencawuan yanc: 

100% 60.000.000 
PROO. PF.MBIIIAAB DAIi' PESOAWASAJI Keeuaatul Penenta.e Pembmaan dan Peucalftl&aA Y1'Jll 

100% 60.000.000 DESA be~alitaa PEMERIIITAHAJI DEBA ·- bedntalitaa 

I 

Fadltu, RekomeadHi d.an. Koordillaai Pem.bmaan du,, 
Ja.m.lah tedltlr.uman}"' FuilitMi, Re.lr.omendMl da.a Faallitaa, Rekouumd.uJ. da.n Koo.&naai Pem.binaa.n Keciunataa 

Jamlah teda.kaaa.lUlya F .. Jl.itaai. Rellom.eadaai daa 
Kecunataa llplblc Koordi.Jlui Pembhla..a du. P...,_wuan pemerln.tah 100% 60.000.000 Koordlu.ui Pem.blnaan du,, PancaWllSall pemerlntah 100% 60.000.000 

P...,.wuan Pemerl.Jlt.ahall DeM o ... daa p...._ ....... Pemerln.tahaa DeM ·- De-

I Faslitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Keca.matan Nguling 
Jumlah Dokumen Fa.silit.asi dalrun rangkA 

Dokumen I Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepi.a. Desa. 
Kecamatan Jumla.h Dokumen fasilitaai dal.a.m rangka Pelaksanaan 

Dokumen Pelaksana.a.t1 Pemilihan Kepala Desa Nguliug Pemilihan Kepala Kepa]a Desa 

Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyuaunan Pa.mturan Deaa da.n 
Kecamatan 

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dala.m rangka 
2 Kepala Desa Keca.matan Nguling Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 3 Dokumen 25 .000.000 2 Peraturan Kepala De:sa 

Nguling 
Penyusunan Peraturan Dcaa dan Peraturan Kepala Desa 3 Do.kumen 25.000.000 

Deoa 
Fa.silitasi Administrui Tata Pemerintaban Desa Jumlah Dokumen yang Difasilita.si da.lam rangka. Fa.silitaai Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

Kece.mat.an Jumlah Dokumen yang Difa.silito.si clala.m rangka 
3 Kecaruatan Nguling Adminiatra.si Ta.ta Pemerintahan Desa 3 Dokumen 15 .000.000 3 

Nguling Administrasi Tata Pemerintaha.n Desa 3 Dokumen 15 .000.000 

Fasilitasi Penyelenggara.an Ketentrama.n dan Keterbban Jumlah laporan pemantaua.n keama.na.n lingkungan Fa.silitasi Penye1enggara.an Ketentnunan dan 
Kecamat.an Jumlah laporan pemantauan keam.ana.n lingkungan 

4 Umum Kecama.ta.n Nguling pelaksanaan Pilka.des 4 Laporan 20.000.000 • Ketertiban Umum 
Nguling pelaksanaan Pilkades 4 Laporan 20 ,000.000 

TOTAL 10.050.357.180 10.050.357.180 

Pembina 
Nip . l 96904 111992021001 



3.3. Program Dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang 

diemban oleh suatu organisasi.Adapun kegiatan merupakan suatu 

tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai 

dengan kebijakan yang telah digariskan. Yang berpedoman pada tahun 

sebelumnya maka program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Kegiatan : 

► Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

• Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

► Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan jasa 

administrasi keuangan 

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

► Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD 

• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

► Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya 

• Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

► Administrasi Umum Perangkat Daerah 

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

• Pengadaan Barang Cetakan dan Mesin Lainnya 

• Fasilitasi Kunjungan Tamu 



• Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD 

• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

► Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

• Pengadaan Meubelair 

• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya 

• Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

► Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

•Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

•Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

► Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

• Pemeliharaan Meubelair 

• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya 

• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

► Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

• Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait 

• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

► Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

• Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wil Kecamatan 

► Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat 

• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 



3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

► Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

•Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy 

yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja 

Kecamatan 

•Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah kecamatan 

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

► Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

• Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

• Harmonisasi Hu bungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

► Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan 

pemerintah Desa 

•Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

•Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

•Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Hasil rekapitulasi pada tahun 2024 ini Kecamatan Nguling antara 

Program ,Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1. Jumlah Program yang diambil Kecamatan Nguling Tahun 2024 ada 5 

Program; 

2. Jumlah Kegiatan dari 5 program yang dipakai terapat 14 Kegiatan; 

3. Jumlah Sub Kegiatan terdiri atas 40 yang diambil dari 14 Kegiatan. 

Dari hasil rekapitulasi di atas kami juga melakukan penyebaran lokasi 

juga kegiatan dimaksudkan agar supaya apa yang kita rencanakan akan 

terlaksana sesuai dengan harapan dan keinginan OPD juga target.Pada 

tahun ini kita lebih memilih pada lokasi wilayah yang kita anggap lebih 

membutuhkan pendekatan khusus baik ditinjau dari segi fisik ataupun 

lainnya. 

Adapun implementasi Rencana Program / kegiatan tahun anggaran 

2023 sebagaimana ada perubahan pada tabel 3.1 menjadi Kepmen 050-5889 

Tahun 2021. sebagaimana terlampir 



BAB IV 

RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat 

daerah Kecamatan Nguling Tahun 2024, dan perkiraan maju Tahun 

2025 sebagaimana terlampir.Dalam hal ini kami tetap mengacu pada 5 

program tahunan yang sudah di tetapkan oleh Bupati, yang mana 

untuk tahun 2023 menitikberatkan pada Ni.lat Tambah Ekonomi dan 

Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 

Artinya di tahun 2024 nanti kita berupaya dan berusaha untuk 

lebih meningkatkan pada kegiatan yang sifatnya bisa menjadikan 

Masyarakat sekitar lebih kreatif dan berdaya saing. Tentunya ini juga 

tidak lepas dari bimbingan dan dukugan dari stakeholder beserta 

instansi terkaid. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan 

keinginan kita maka dengan sendirinya Kecamatan Nguling akan 

menjadi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Adapun Program yang kami pilih diantaranya: 

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. 

Dalam program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan 

Publik terdapat beberapa sub kegiatan yang lebih ditingkatkan seperti 

prosedur pelayanan dan sarana prasarana sehingga masyarakat merasa 

puas dengan pelayanan yang kami berikan.Sedang pada Program 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kita berharap nantinya 

kelompok UKM; BUNDESMAS; PKK, dan STUNTING. Melalui kegiatan 

Musrenbang bisa mengusulkan semacam pelatihan atau seminar untuk 

menambah wawasan yang sifatnya bisa meningkatkan daya pikir 

msyarakat untuk menjadi lebih berwawasan luas serta SDM yang tinggi 

pula. Dengan secara otomatis akan bisa meningkatkan nilai ekonomi 

warga setempat. 



Tabel 4(T-C.33) 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Kabupaten P-uruan 

NAMA OPD : KECAMATAN NGULING 

Rencana Tahun 2024 

Kode 
Uruaan/ Bldang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Pro111am/ Jndlkator Klnerja Pro111am/ Keglatan 

Keglatan Target 
Lokalll. Capalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indlkatlf 

Klnerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN 

BWANG URUSAN KECAJIATAN 

PROGRAM PJtlWifJAl'l'OAlf URUSAlf PJtMERINTAHAl'I' 
Persentaae Pemenuhan Pelayanan Kantor Kee. NIUlln1 100% 9.159.682.180 

DAERAH 

Perencanaan,penpn..-ran,dan Evaluaal Klnerja Terlakaananya raatlltaal penunJan1 uruaan 
Kee lf1Ulln1 11 Data 59.000.000 

Peranpat Daerah pemerlntahan 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar 
30.000 .000 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 15 Belanja Pegawai : -
1 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Kee Nguling 

Laporan Belanja barang & jasa : Rp 30.000.000 
Realisasi Kinerja SKPD 

Belanja modal : -

1 
15.000.000 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 15 Belanja Pegawai : -
2 Daerah Daerah 

Kee Nguling 
Dokumen Belanja barang & jasa : Rp 15.000.000 

Belanja modal : -
14.000.000 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Belanja Pegawai : -
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Daerah 
Kee Nguling 5 Laporan 

Belanja barang & jasa : Rp 14.000.000 

Belanja modal : -

Admlnlatraal Keuan1an Peranpat Daerah Jumlah Pemenuhan Admlnlataral Keuanaan Kee. Nplln1 12 Bulan 8.032.217.160 

7 . 195.603.800 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Kee Nguling 20ASN 

Belanja Pegawai : -
I Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Tunjangan ASN Belanja barang & jasa : Rp 7.195.603.800 

Belanja modal : -
2 726.726.000 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 

Kee Nguling 
12 Belanja Pegawai : -

1 Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Belanja barang & jasa Rp 726.726.000 
Belanja modal : -

109.887.360 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Kee Nguling 

12 Belanja Pegawai : -
3 Veriftkasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen Belanja barang & jasa Rp 109.887.360 : 

Belanja modal : -

Praldraan llaju Rencana Tahun 
2025 

Catatan 
Pentlng Target 

Bumber 
Capalan Kebutuhan DUJ.a/ 

Dana 
Klnerja 

Pagu Indlkatlf 

(7) (8) (9) (10) 

APBD II 100% 9.206.182.180 

63.500.000 

APBD II 15 Laporan 31.500.000 

15 
APBD II 

Dokumen 
16.500.000 

APBD II 5 Laporan 15.500.000 

8.036.717.160 

APBDII 20 ASN 7 .197. 103.800 

12 
APBD II 

Dokumen 
728.226 .000 

12 
APBD 11 

Dokumen 
111.387 .360 



Rencana Tahun 2024 Praklraan Maju Rencana Tahun 
202S 

Kode 
Unuan/ Bldang UruAD Pemerlntahan Daerah dan Progam/ Indlkator Klnerja Progam/ Keglatan Catatan 

Keglatan Target Pentlng Target 
Lobsl Capalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indlkatlf Bumber 

Capalan Kebutuhan Dana/ 

Klnerja Dana 
Klnerja Pagu Indlkatlf 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Admlnlatrasl Barana: llllllk Daerah pada Perangkat 
Peraentaae pemenuhan adm BIIID Kee. l'fgullng 2 .427.400 5.427.400 

Daerah 

1.000.000 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Kee Nguling 

Belanja Pegawai : . 
1 

Daerah SKPD Daerah SKPD 
3 Laporan 

Belanja barang & jasa Rp 
APBD II 3 Laporan 2 .500.000 

: 1.000.000 
3 Belanja modal : . 

1.427.400 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Belanja Pegawai : . 
2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Daerah pada SKPD 
Kee Nguling 6 Laporan APBD II 6 Laporan 2 .927.400 

Be!anja barang & jasa : Rp 1.427.400 

Belanja modal : . 

Admlnlstrasl Kepe1awalan Perangkat Daerah 
Jumlah Pemenuhan Admlnlstarsl Kepegawalan 

Kee l'fgullng 12 Bulan 72.000.000 APBD II 12 Bulan 78.000.000 Perangkat Daerah 

12.000.000 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kee Ngu!ing 3 Paket 
Belanja Pegawai : . 

1 Perlengkapannya Kelengkapan Belanja barang & jasa Rp 
APBD II 3 Paket 13.500.000 

: 12 .000.000 
Belanja modal : . 

5.000.000 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 
Kee Nguling 

5 Belanja Pegawai : . 
2 

Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen Belanja barang & jasa Rp 5 .000.000 
APBD II 5 Dokumen 6 .500.000 

4 : 

Belanja modal : . 
35.000.000 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 
Kee Nguling 36 Pegawai 

Belanja Pegawai : . 
3 

Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Belanja barang & jasa 35.000.000 
APBD II 36 Pegawai 36.500.000 

: Rp 
Be!anja modal : . 

20.000.000 

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Kee Nguling 36 Pegawai 
Belanja Pegawai : . 

4 Peraturan Perundang-Undangan Belanja barang & jasa 
APBD II 36 Pegawai 21.500.000 

: Rp 20.000.000 
Belanja modal : . 

Admlnlstrasl Umum Perangkat Daerah 
Jumlah Pemenuhan Admlnlstarsl Umum 

Kee l'fgullng 12 Bulan 445.921.600 
Perangkat Daerah APBD II 12 Bulan 457.921.600 

15.000.000 

Penyediaan Komponen Jnstalasi Listrik/ 
Jumlah Paket Komponen Jnstalasi Belanja Pegawai : . 

I Penerangan Bangunan Kantor 
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Kee Nguling 15 Paket 

Belanja barang & jasa 
APBD II 15 Paket 16.500.000 

Disediakan : Rp 15.000.000 
Belanja modal : . 

30.000.000 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kee Nguling 10 Paket 
Belanja Pegawai : . 

2 Kantor yang Disediakan Belanja barang & jasa 
APBD II 10 Paket 31.500.000 

: Rp 30.000.000 
Belanja modal : . 

10.000.000 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kee Ngu!ing 15 Paket 
Belanja Pegawai : . 

3 
Belanja barang & jasa 

APBD II 15 Paket 11.500.000 
: Rp 10.000.000 

I 
Belanja modal : . 



Rencana Tahun 2024 Praklraan MaJu Rencana Tabun 
2025 

Kode 
Uruaan/ Bldang Urull8D Pemerlntaban Daerah dan Program/ 

Jndlkator Klnerja Program/ Keglatan Catatan 
Keglatan Target 

Sumber Pentlng Target 
Kebutuban Dana/ Lokasl Capalan Kebutuban Dana/ Pagu Indlkatlf Capalan 

Klnerja Dana 
Klnerja Pagu Indlkatlf 

{l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
20.000.000 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 
Kee Nguling 

Belanja Pegawai : -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Disediakan 
20 Paket 

Belanja barang & jasa Rp 
APBD II 20 Paket 21.500.000 

: 20.000.000 
5 Belanja modal : -

35.000.000 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Belanja Pegawai : -
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kee Nguling 10 Paket APBD II 10 Paket 36.500.000 

Disediakan Belanja barang & jasa : Rp 35.000.000 

Belanja modal : -
20.000.000 

Belanja Pegawai : -
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kee Nguling 3 Laporan APBD II 3 Laporan 21.500.000 

Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 

Belanja modal : -
5.ooo.ooo 

Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Belanja Pegawai : -
7 

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
Kee Nguling 5 Laporan APBD II 5 Laporan 6 .500.000 

Belanja barang & jasa : Rp 5 .000.000 

Belanja modal : -
310.921.600 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

4 Belanja Pegawai : -
8 

Berbasis Elektronik pada SKPD 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kee Nguling 

Dokumen Belanja barang & jasa Rp 310.921.600 
APBD II 4 Dokumen 312.421.600 

SKPD : 

Belanja modal : -

Penaadaan Baran& Mlllk Daerab Penunjana Urusan Jumlab Penaadaan Barana Mlllk Daerab Penunjana 
Kee Maulin& 170.000.000 APBD II 100% 174.500.000 

Pemerlntab Daerab Urusan Pemerlntab Daerab 

70.000.000 

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kee Nguling 25 Paket Belanja Pegawai : - APBD II 25 Paket 71.500.000 
Belanja barang & jasa : 

Belanja modal : Rp 70.000.000 

6 85.000.000 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Kee Nguling 10 Unit 
Belanja Pegawai : -

2 Disediakan Belanja barang & jasa 
APBD II 10 Unit 86 .500.000 

: 
Belanja modal : Rp 85.000.000 

15.000.000 
Belanja Pegawai : -

3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Kee Nguling 3 Unit Belanja barang & jasa APBD II 3 Unit 16 .500.000 
Belanja modal : Rp 15.000.000 

-

Penyedlaan Jasa Penunjana Urusan Pemerlntaban Jumlab Kebutuhan Jasa Penunjana Urusan 
Kee Maulin& 100% 101.116.020 APBD II 100% 105.616.020 

Daerab Pemerlntahan Daerab yana dlsedlakan 

63.116.020 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Kee Nguling 

12 Belanja Pegawai : -
1 APBD II 12 Laporan 64.616 .020 

dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Belanja barang & jasa : Rp 63. 116.020 

Belanja modal : -



Rencana Tahun 2024 Praklraan :Ma.fu Rencana Tahun 
2025 

Kode 
Uruaan/ Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah dan Prott1am/ 

Indlluttor Klnerja Prott1am/ Keglatan Catatan 
Keglatan Target Pentlng Target 

Lokasl Capalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indlkatlf 
Sumber 

Capalan Kebutuhan Dana/ 

Klnerja Dana 
Klnerja Pagu Indlluttlf 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7 3 .000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Kee Nguling 

12 Belanja Pegawai : -
2 Penyediaanjasa surat menyurat 

Menyurat Laporan Belanja barang & jasa Rp 
APBD II 12 Laporan 4 .500.000 

: 3 .000.000 

Belanja modal : -
Rp 35.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan J asa Pelayanan Belanja Pegawai : -
3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kee Nguling 3 Laporan APBD 11 3 Laporan 36 .500.000 

Umum Kantor yang Disediakan Belanja barang & jasa : Rp 35.000.000 

Belanja modal : -

Pemellharaan Barana: Mlllk Daerah Penuajana: Urusan Jumlah Kebutuhan Jasa Penuajana: Urusan 
Kee Na:ullna: 100% 277.000.000 APBD II 100% 284.500.000 

Pemerlntahan Daerah Pemerlntahan Daerah yana: dlsedlakan 

lS0.000.000 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Pegawai -

1 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
I 

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Kee Nguling 20 Unit Belanja barang & jasa : Rp 150.000.000 APBD II 20 Unit 151.500.000 
Dinas Operasional atau Lapangan Perizinannya 

Belanja modal : -

37.000.000 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kee Nguling 9 Unit 
Belanja Pegawai : -

2 
Belanja barang & jasa 37.000.000 

APBD II 9 Unit 38.500.000 
: Rp 

Belanja modal : -
8 45.000.000 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Belanja Pegawai : -
3 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 
Kee Nguling 1 Unit Belanja barang & jasa : Rp 45.000.000 APBD II 1 Unit 46.500.000 

Belanja modal : -
5.000.000 

Belanja Pegawai : -
4 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kee Nguling 3 Unit APBD II 3 Unit 6 .500.000 

Belanja barang & jasa : 

Belanja modal : Rp 5 .000.000 

40.000.000 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kee Nguling 1 Unit 
Belanja Pegawai : -

APBD II 1 Unit 5 41 .500.000 
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Belanja barang & jasa : Rp 40.000.000 

Belanja modal : -

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase Pelayanan yana: Terfasllltasl Tapat 
Kee Na:ullna: 100% 429. 720.000 APBD II 100% 435.720.000 

PELAYANAN PUBLlK Waktu 

Koordlnasl Penyelena:a:araan Kea:tatan Pemerlntahan di Persentase kea:tatan pemerlntahan yana: 
Kee. Na:ullna: 159.720.000 APBD II 100% 435. 720.000 

Tlnpat Keeamatan dlkoordlnaslkan denpn lnatansl terkalt 

59.720.000 

Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan Belanja Pegawai : -
1 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daeerah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kee Nguling 6 Laporan APBD II 6 Laporan 61.220.000 

1 dan lnstansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal Terkait Belanja barang & jasa : Rp 59.720.000 

Belanja modal : -
100.000.000 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Kee Nguling 

4 Belanja Pegawai : -
2 APBD II 4 Dokumen 101.500.000 

Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen Belanja barang & jasa : Rp 100.000.000 
II Belanja modal : -



Reacana Tahua 2024 Praklraaa :MaJu Reacana Tahua 
20215 

Kode Uruaaa/ Bldaag Uruaaa Pemerlatahaa Daerah daa Progam/ Iadlkator Klaerja Progam/ Keglataa Catataa 
Keglataa Tarpt Peatlag Tarpt 

Lokasl Capalaa Kebutuhaa Dana/ Pagu Iadlkatlf Sumber Capalaa Kebutuhaa Dana/ 

Klaerja Dana Klaerja Pagu Iadlkatlf 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (91 (10) 

Penyelenaaraan Urusan Pemerlntahan yana: Udall: Peraent..., Laporan bulaaan PATU yanc 
dllakaanakan oleh Unit Kerja Peranpat Daerah yana: Dlaelesalkan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup Kee. Nculln& 100% 2:S0.000.000 
Ada di Keeamataa PATENI 

2:S0.000.000 
2 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jumlah pemberian layanan administrasi 14 Belanja Pegawai : -
1 

kepada Masyarakat di Wilayah Keeamatan kependudukan 
Kee Nguling 

Layanan 
APBD II 14 Layanan 251.500.000 

Belanja barang & jasa : Rp 250.000.000 

Belaaja modal : -
Pelakaanaan Uruaan Pemerlntahan yanc Dlllmpahkan 

Proaentaae Reallaaal PBB-P2 Kee. Ncullnc 100% 20.000.000 
kepada Camat 

3 20.000.000 

1 
Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang 

Kee Nguling 6 Laporan Belania Pe11:awai : - APBD II 6 Laporan 21. 500.000 dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dilimpahkan Belania baran11: & iasa : I Ro 20.000.000 
Belania modal : I -

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 
Peraentaae Uaaha Kelompok Maayarakat Kee Ncullnc 100% 26S.9SS.OO0 APBD II 100% 268.9SS.OO0 

KELURAHAl'f 

KOORDINASI KEGIA TAN PEMBERDAYAAN DE& Jumlah Koord. Kectatan Pemberdayaan Deaa Kee. Ncullnc 26S.9SS.OO0 APBD II 100% 268.9SS.000 

1S.9SS.0OO 
III Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan J umlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Belanja Pegawai : -

1 Masyarakat di Wilayah Keeamatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Keeamatan 
Kee Nguling 3 Laporan 

Belaaja barang & jasa Rp 15.955.000 
APBD II 3 Laporan 17.455.000 

1 : 
Belanja modal : -

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Frog. Kerja dan 2:S0.000.000 

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan 
Kee Nguling 

6 Belanja Pegawai : -
2 Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dokumen Belanja barang & jasa Rp 250.000.000 

APBD II 6 Dokumen 251.500.000 
: 

Keeamatan Kecamatan Belanja modal : -
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Peraent..., Kectatan Koordlnaal Trantlbum Kee Ncullnc 100% 135.000.000 APBD II 100% 138.000.000 UMUM 

Peraentase konalatenal lndlkator klnerja 
Koordlnaal Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan proa:ram/kectatan/aubkectatan pada dok reneana, Kee. Ncullna: 135.000.000 APBD II 100% 138.000.000 
Ketertlban Umum angaran, dan evaluaal 

lS.000.000 
IV Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Belanja Pegawai : -

1 
1 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Negara Republik Indonesia, TN! dan Instansi Vertikal Kee Nguling 6 Laporan 

Belanja barang & jasa Rp 15.000.000 
APBD II 6 Laporan 16.500.000 

Vertikal di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan : 
Belanja modal : -

120.000.000 

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 
Kee Nguling 

Belanja Pegawai : -
2 3 Laporan APBD II 3 Laporan 121.500.000 

Tokoh Masyarakat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Belanja barang & jasa : Rp 120.000.000 

Belanja modal : -

V 
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAlll Peraent..., Pemblnaan Dan Pencawaaan 

Kee Nculln& 100% 60.000.000 APBD II 100% 64.SOO.OOO 
DESA Pemerlntahan Deaa 

Fasllltas, Rekomendul dan Koordlnaal Pemblnaan dan 
Tersedlanya Fullltaa, Rekomendul dan 

Pencawuan Pemerlntahan Deaa 
Koordlnaal Pemblaaan daa Pencawuan Kee Ncutlnc 60.000.000 APBD II 100% 64.S00.000 
Pemerlntahan Deaa 



Kode 
Uruaan/ Bldang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Progam/ 

Indllrator Klnerja Progam/ Keglatan 
Keglatan Target 

Lolraal Capalan 
Klnerja 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan 
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 

3 
1 

Peraturan Kepala Desa 
Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Kee Nguling 

Dokumen 
Desa 

1 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 

Kee Nguling 
3 

2 Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan 
Kee Nguling 3 4 Laporan 

Ketertiban Umum pelaksanaan Pilkades 

TOTAL 

Rencana Tahun 2024 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indlkatlf 

(6) 

2s.ooo.ooo 
Belanja Pegawai : -
Belanja barang & jasa : Rp 25.000 .000 
Belanja modal : -

lS.000.000 
Belanja Pegawai : -
Belanja barang & jasa : Rp 15.000.000 
Be!anja modal : -

20.000.000 
Belanja Pegawai : -
Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 
Belanja modal : -

10.0S0.3157.180 

Praklraan Maju Ren cana Tahun 
202S 

Catatan 

Bum.her Pentlng Target 
Kebutuhan Dana/ 

Dana 
Capalan 

Pqu Indllratlf 
Klnerja 

(7) (8) (9) (10) 

APBD II 3 Dokumen 26 .500.000 

APBD II 3 Dokumen 16 .500.000 

APBD II 4 Laporan 21.500.000 

10.1 13.3157.180 

Nguling, 2024 

Pembina 
Nip .196904111992021001 



BABV 

PENUTUP 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Nguling 

dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk 

menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan 

mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap 

aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di 

Kecamatan Nguling dalam rangka mendukung pencapaian target dan 

sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis 

(Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 maka 

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan 1n1, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2 . Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat 

secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan 

rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk 

mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian 

sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang 

sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah 

dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders 

yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua 

aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh 

menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk 

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena 

itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak 

untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama 

sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 



4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran

dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian

terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan

penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian

visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga

rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamien. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala 

Bappelitbangda 

Camat Nguling 

KabagHukum 

Sekretaris Camat 

Kabid 

Bappelitbangda 

Tanggal Paraf 

BUPATI PASURUAN,

             ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 




